PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI

BANK PERKREDITAN RAKYAT
{Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.l Nomor 13/POJK.03/2015,
tanggal 3 November 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan
aktivitas Bank Perkreditan Rakyat, semakin me-
ningkat pula risiko yang dihadapi Bank Perkredi-
tan Rakyat;

b. bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihada-
pi Bank Perkreditan Rakyat, semakin meningkat
pula kebutuhan terhadap penerapén manajemen
risiko oleh Bank Perkreditan Rakyat;

c. bahwa penerapan manajemen risiko merupakan
salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan
meningkatkan reputasi industri Bank Perkreditan
Rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengem-
bangan Bank Perkreditan Rakyat;

d. bahwa penguatan kelembagaan dan peningka-
tan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat
diharapkan dapat menciptakan sektor keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil ser-
ta memiliki daya saing yang tinggi;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen
Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1988 {(Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3790);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indo-
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nesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4756);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5253);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/
POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
mor 5685);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TEN-
TANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya dis-
ingkat BPR adalah bank yang melaksanakan ke-
giatan usaha secara konvensional yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu



lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Un-

dang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;

Direksi:

a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas adalah direksi sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusa-
haan Perseroan 'Daerah adalah direksi
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; dan/atau

2) Perusahaan Daerah (PD} adalah direksi
pada BPR yang belum berubah bentuk
menjadi Perusahaan Umum Daerah atau
Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Kopera-
si adalah pengurus sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.

Dewan Komisaris:

a. bagi BPR berbentuk badan hukum Persercan
Terbatas adalah dewan komisaris sebagaima-
na dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi BPR berbentuk badan hukum:

1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusa-
haan Perseroan Daerah adalah dewan
komisaris sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau

2) Perusahaan Daerah (PD) adalah penga-
was pada BPR yang belum berubah bentuk
'menjadi Perusahaan Umum Daerah atau
Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Un-
dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten-
tang Pemerintahan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi
adalah pengawas sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian.

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertang-

gung jawab langsung kepada Direksi atau mem-

(1

(2)

(1)

(2)

punyai pengaruh terhadap kebijakan dan opera-
sional BPR, antara lain pemimpin kantor cabang,
kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja
audit intern atau pejabat-yang ditunjuk bertang-
gung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit
intern, manajer dan/atau pejabat lainnya yang se-

tara.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya
suatu peristiwa tertentu.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi
dan prdsedur yang digunakan untuk mengidenti-
fikasi, mengukur memantau, dan mengendalikan
Risiko yang tlmbul dari seluruh kegiatan usaha
BPR.

BAB II
RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO
Pasal 2
BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko seb-
agaimana diatur dalam Peraturan Qtoritas Jasa
Keuangan ini.
Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana di-
maksud pada ayat (1} paling sedikit meliputi:
a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yai-
Tu:
1)} kebijakan Manajemen Risiko;
2) prosedur Manajemen Risiko; dan
3) penetapan limit Risiko.
¢. Kecukupan proses dan sistem yaitu:
1) proses identifikasi, pengukuran,
tauan, dan pengendalian Risiko; dan
2) sistem informasi Manajemen Risiko.
d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

peman-

Pasal 3
Risiko yang harus dikelola dalam penerapan
Manajemen Risiko meliputi:
Risiko kredit;
Risiko operasional;
Risiko kepatuhan;
Rigiko likuiditas;
Risiko reputasi; dan
Risiko stratejik.
BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
waijib menerapkan Manajemen Risiko sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh jenis
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(3)

(5)

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 {lima pu-
luh miliar rupiah) wajib menerapkan Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pal-
ing sedikit untuk 4 fempat) Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
hurufd.
BPR yang memiliki modal inti kurang dari
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 3
(tiga) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai dengan huruf <.
BPR vyang memiliki medal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun memi-
liki total aset kurang dari Rp300.000.000.000,00
{tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi:
a. memiliki kurang dari 10 (sepuluh) kantor ca-
bang; dan
b. tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit
kartu Anjungan Tunai Mandiri atau kartu deb-
it,
wajib menerapkah Manajemen Risiko sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit untuk 4
(empat) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf d.
BPR yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50,000.000.000,00 (lima puluh miliar ru-
piah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) namun memiliki total aset paling sedikit
Rp300.000.000.000,00 {tiga ratus miliar rupiah}
dan memenuhi kondisi:
a. memiliki paling sedikit 10 {sepuluh) kantor ca-
baﬁg; dan/atau
b. melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu
Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,
wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 untuk seluruh Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB lil

PENGAWASAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Pasal 4

Dalam rangka pengawasan penerapan

Manajemen Risiko, BPR wajib menetapkan wewenang

dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang
jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat {2)
huruf a.

(1)

Pasal 5

Kewenangan dan tanggung jawab Direksi seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit

meliputi:

a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis:

b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi
yang memerlukan persetujuan Direksi:

¢. mengembangkan budaya Manajernen Risiko
pada seluruh jenjang organisasi;

d. memastikan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia yang terkait dengan Manaje-
men Risiko;

€. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko
telah beroperasi secara independen: dan

f. bertanggung jawab atas:

1) pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko:
dan :

2) eksposur Risiko yang diambil EPR secara
keseluruhan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman yang
memadai mengenai Risiko yang meleket pada se-
luruh aktivitas fungsional BPR dan mampu men-
gambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan
profil Risiko BPR.

Pasal 6
Kewenangan dan tanggung jawab Dewan

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pal-
ing sedikit meliputi:

a.

menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manaje-
men Risiko;.

memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh
Direksi;

mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
f angka 1); dan

mengevaluasi dan memutuskan permohonan Di-
reksi yang berkaitan dengan transaksi yang me-
merlukan persetujuan Dewan Komisaris,
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BAB IV
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO,
PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO, DAN
PENETAPAN LIMIT RISIKO
‘ Pasal 7
‘Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) pal-
ing sedikit meliputi:

Penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan
usaha, produk, dan layanan BPR;

Penetapan sistem informasi Manajemen Risiko;
Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
Penetapan penilaian peringkat Risiko;
Penyusunan rencana darurat {contingency plan}
dalam kondisi terburuk; dan

Penetapan sistem pengendalian intern dalam
penerapan Manajemen Risiko.

Pasal 8
Prosedur Manajemen Risiko sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 2 ayat {2) huruf b angka 2) pal-
ing sedikit meliputi:
a. jenjang delegasi wewenang dan pertanggung-
jawaban yang jelas; dan
b. dokumentasi prosedur dan penetapan limit
Risiko secara memadai.
Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3) meliputi:
a. limit secara keseluruhan;
b. limit per jenis Risiko; dan
¢. limit per aktivitas fungsional tertentu yang
memiliki eksposur Risiko.

BAB V
. PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN,
PEMANTAUAN, DAN PENGENDAL!AN RISIKO,

SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

(1)

{2)

Pasal 9

BPR wajib melakukan proses identifikasi, pengu-
kuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf
¢ angka 1) terhadap seluruh faktor Risiko yang
bersifat material.

Pelaksanaan proses identifikasi,
pemantauan, dan pengendalian Risiko sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
a. sistem informasi manajemen yang memadai;

dan

pengukuran,
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(1

(2)

{3

(4)

(1)

(2)

b. laporan yang akurat dan informatif mengenai
kondisi keuangan BPR, kinerja aktivitas fung-
sional dan eksposur Risiko BPR.

Pasal 10

Pelaksanaan proses identifikasi Risiko paling se-

dikit dilakukan dengan melakukan analisis terha-

dap:

a. karakteristik Risiko yang melekat pada BPR;
dan

b. Risiko dari kegiatan usaha, produk, dan lay-
anan BPR.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran Risiko,

BPR melakukan paling sedikit:

a. evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sum-
ber data, dan prosedur yang digunakan untuk
mengukur Risiko; dan

b. penyesuaian terhadap proses pengukuran
Risiko apabila terdapat perubahan yang bersi-
fat material pada kegiatan pelayanan BPR,
produk, dan faktor Risiko.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan Risiko,

BPR melakukan paling sedikit:

a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan

b. penyesuaian proses pelaporan apabila ter-
dapat perubahan yang bersifat material pada
kegiatan usaha BPR, produk, faktor Risiko,
teknologi informasi
Manajemen Risiko.

Pelaksanaan proses pengendalian Risiko digunak-

an BPR untuk mengelola Risiko yang dapat mem-

bahayakan kelangsungan usaha BPR.

informasi, dan sistem

Pasal 11
Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf ¢ angka
2), paling sedikit meliputi laporan atau informasi
mengenai:
a. eksposur Risiko; )
b. kepatuhan terhadap kebijakan Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
c. kepatuhan terhadap prosedur Manajemen
Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 8; dan
d. realisasi penerapan Manajemen Risiko diband-
ingkan dengan target yang ditetapkan.
Laporan atau informasi yang dihasilkan dari
sistem informasi Manajemen Risiko sebagaima-
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na dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
berkala kepada Direksi.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
Pasal 12
BPR wajib melaksanakan sistem pengendalian
intern yang menyeluruh secara efektif terhadap pelak-
sanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh
jenjang organisasi BPR.

Pasal 13
Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang
menyelureh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan
dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu.

Pasal 14
(1) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hur-
uf d dalam rangka penerapan Manajemen Risiko
paling sedikit meliputi:

a. kesesuaian sistem pengendalian intern den-
gan jenis dan tingkat Risiko yang melekat
pada kegiatan usaha dan jenis layanan BPR;

b. penetapan wewenang dan tanggung jaw-
ab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan
Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7;

C. penetapan wewenang dan tanggung jaw-
ab untuk pemantauan kepatuhan prosedur
Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

d. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan
fungsi yang jelas;

e. struktur organisasi yang menggambarkan se-
cara jelas kegiatan usaha BPR;

f. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional
yang akurat dan tepat waktu:

g. kecukupan untuk  memastikan
kepatuhan BPR terhadap peraturan perun-
dang-undangan;

h. dokumentasi secara lengkap dan memadai:
dan

prosedur

verifikasi dan reviu terhadap sistem pengen-
dalian intern.

| (2)

| Penilaian terhadap sistem pengendalian intern

dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaima-

e

na dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan
kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi audit intern.

BAB Vil
ORGANISASI DAN FUNGS! MANAJEMEN RISIKO
Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pas-

al 2:

(1) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar ru-
piah) wajib membentuk; '

a. Komite Manajemen Risiko: dan
b. satuan kerja Manajemen Risiko.

{2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 {(delapan
puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan ker-
ja Manajemen Risiko.

{3) BPR yang memiliki modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 {lima puluh miiar rupiah)
paling sedikit wajib menunjuk satu orang Peja-
bat Eksekutif yang bertanggung jawal terhadap
penerapan fungsi Manajemen Risiko.

{4) Dalam hal diperlukan, BPR dengan modal inti
kurang dari Rp80.000.000.000,00 {(delapan
puluh miliar rupiah) dapat membentuk Komite
Manajemen Risiko.

Pasal 16

{1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a den ayat (4)
paling sedikit terdiri dari:

a. Mayoritas Direksi; dan

b. Pejabat Eksekutif terkait.

(2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manaje-
men Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikan rekomendasi kepada Direktur Uta-
ma, yang paling sedikit meliputi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman penera-
pan Manajemen Risiko;

b. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelak-
sanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko: dan

C. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal
yéng terkait dengan keputusan operasional
yang menyimpang dari prosedur normal.




(1)

{2)

(3)

(1)

(2}

Pasal 17

Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan ayat

(2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 15 ayat {3} harus independen.

Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana di-

maksud datam Pasal 15 ayat {1} huruf b dan ayat

{2) serta Pejabat Eksekutif sebagaimana dimak-

sud dalam Pasat 15 ayat (3) bertanggung jawab

langsung kepada anggota Direksi yang mem-
bawahkan fungsi Manajemen Risiko.

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja

Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang

ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi

Manajemen Risiko meliputi:

a. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedo-
man penerapan Manajemen Risiko yang telah
disetujui oleh Direksi;

b. pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan,
per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fung-
sional;

c. pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau
pelaksanaan aktivitas baru;

d. penyampaian rekomendasi kepada satuan
kerja atau pegawai yang menangani fungsi
operasicnal dan Komite Manajemen Risiko,
sesuai kewenangan yang dimiliki; dan

e. penyusunan dan penyampaian laporan pro-
fil Risiko secara berkala kepada anggota Di-
reksi yang membawahkan fungsi Manajemen
Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

BAB VIl
PENGELOLAAN RISIKO PRODUK
DAN AKTIVITAS BARU
Pasal 18
Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat
pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan
aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan
prosedur secara tertulis.
I(ntena penerbitan produk dan/atau pelaksanaan
aktivitas baru BPR adalah penerbitan produk dan/
atau pelaksanaan aktivitas yang:
a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan se-
belumnya oleh BPR; atau
b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelum-
nya oleh BPR namun dilakukan pengemban-
gan yang mengubah atau meningkatkan selu-

{3)

{4)

ruh Risiko atau Risiko tertentu BPR.

Kebijakan dan prosedur secara tertulis seb-
agaimana dimaksud.pada ayat {1} paling sedikit
meliputi:

a. penetapan Risiko produk dan aktivitas baru;

b. identifikasi seluruh Risiko yang terkait dengan
produk dan aktivitas baru;

c. analisis aspek hukum untuk masing-masing
produk dan aktivitas baru;

d. sistem dan prosedur operasional serta ke-
wenangan dalam pengelolaan produk dan ak-
tivitas baru;

e. sistem informasi akuntansi untuk produk dan
aktivitas baru; dan

f. masa uji coba metode pengukuran dan peman-
tauan Risiko terhadap produk dan aktivitas
baru.

Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas

baru sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilaku-

kan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
BPR wajib menyampaikan informasi secara

tertulis mengenai Risiko yang terkait dengan produk
dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 18 ayat (3) huruf b kepada nasabah atau calen na-
sabah sebelum dilakukannya transaksi.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Rencana Tindak (Action Plan)
Penerapan Manajemen Risiko
Pasal 20
Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPR waijib
menyusun dan menyampaikan laporan rencana
tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal
30 Juni 2016.
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR un-
tuk melakukan penyesuaian terhadap laporan ren-
cana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila rencana tindak dinilai belum sepenuhnya
memenuhi persyaratan yang ditetapkan Otoritas
Jasa Keuangan.
Batas waktu penyelesaian rencana tindak seb-
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agaimana dimaksud pada ayat {2) dan/atau pe-

nyelesaian terhadap rencana tindak yang telah

disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat {3)

bagi BPR dengan modal inti:

a. paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima
puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 30
Juni 2018; atau

b. kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima pu-
luh miliar rupiah) paling lambat tanggal 30
Juni 2019,

Batas waktu penyelesaian rencana tindak seb-

agaimana dimaksud pada ayat {4} harus mem-

perhatikan batas waktu pembentukan Komite

Manajemen Risiko, satuan kerja Manajemen

Risiko, dan/atau penunjukan Pejabat Eksekutif

yang bertanggung jawab terhadap penerapan

fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 38.

Pasal 21
BPR wajib menyampaikan laporan realisasi ren-
cana tindak penerapan Manajemen Risiko seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 20 setiap se-
mester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Laporan realisasi rencana tindak penerapan
Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tang-
gal 31 Juli untuk laporan semester pertama dan
tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk lapo-
ran semester kedua
Laporan realisasi rencana tindak penerapan
Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pertama kali disampaikan untuk laporan
semester pertama tahun 2017.
Dalam hal BPR telah merealisasikan seluruh ren-
cana tindak penerapan Manajemen Risiko se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat {1)
sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4} dan telah dilaporkan ke-
pada Otoritas Jasa Keuangan, BPR tidak perlu
menyampaikan laporan realisasi rencana tindak
penerapan Manajemen Risiko untuk semester
berikutnya.

Bagian Kedua
Laporan Profit Risiko
Pasal 22
BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko se-

(2)

(3)

{4)

(5)

tiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) yang disampaikan olet BPR wajib

memuat materi yang sama dengan laporan pro-
fil Risiko yang disampaikan oleh satuan kerja

Manajemen Risike atau Pejabat Eksckutif yang

ditunjuk bertanggung jawab menerapkan fungsi

Manajemen Risiko kepada anggota Cireksi yang

membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan ke-

pada Komite Manajemen Risiko.

Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31

Juli untuk laporan semester pertama dan tang-

gal 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan

semester kedua.

BPR yang memiliki modal inti sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan BPR yang me-

miliki modal inti serta aset dan memenruhi kondisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6)

menyampaikan untuk pertama kali laporan profil

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli-

puti:

a. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko oper-
asional, dan Risiko kepatuhan untuk semester
kedua tahun 2018; dan

b. 6 (enam) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko op-
erasional, Risiko likuiditas, Risiko kapatuhan,
Risiko reputasi, dan Risiko stratejik untuk se-
mester kedua tahun 2020.

BPR yang memiliki modal inti sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan BPF, yang me-

miliki modal inti serta aset dan memenuhi kondisi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {b)

menyampaikan untuk pertama kali laporan profil

Risiko sebagaimana dimaksud pada ayzt (1) meli-

puti:

a. 2 (dua) Risiko yaitu Risiko kredit clan Risiko
operasional untuk semester keduia tahun
2019; dan.

b. 4 {empat) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko op-
erasional, Risiko likuiditas, dan Risiko kepatu-
han untuk semester kedua tahun 2021.

BPR yang memiliki modal inti sebagaimana dimak-

sud dalam Pasal 3 ayat (4) menyampailkan untuk

pertama kali laporan profil Risiko sebagzimana di-

maksud pada ayat (1) meliputi:

a. 1 (satu) Risiko yaitu Risiko kredit untuk se-
mester kedua tahun 2019; dan
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(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko oper-
asional, dan Risiko kepatuhan untuk semester
kedua tahun 2021.

Bagian Ketiga
Laporan Produk dan Aktivitas Baru
Pasal 23 ,

BPR wajib menyampaTkan laporan produk dan ak-

tivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang

terdiri atas:

a. laporan rencana penerbitan produk dan pelak-
sanaan aktivitas baru; dan

b. laporan realisasi penerbitan produk dan pelak-
sanaan aktivitas baru.

Laporan rencana penerbitan produk dan pelaksa-

naan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lam-
bat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan
produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksa-

naan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja setelah penerbitan produk

dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

Selain memenuhi ketentuan pelaporan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan

produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (2) wajib dicantumkan dalam ren-

cana bisnis BPR.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan ren-

cana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas

baru sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf

a, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan

BPR untuk tidak menerbitkan produk dan/atau

melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan.

Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan

BPR untuk menghentikan penerbitan produk dan/

atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana di-

maksud pada ayat (1), dalarﬁ hal dikemudian hari

berdasarkan evaluasi Otoritas Jasa Keuangan,
produk yéng diterbitkan dan/atau aktivitas yang
dilaksanakan memenuhi kondisi:

a. tidak sesuai dengan
produk dan aktivitas baru yang dilaporkan ke-
pada Ctoritas Jasa Keuangan;

b. berpotensi menimbulkan kerugian yang sig-
nifikan terhadap kondisi keuangan BPR; dan

rencana penerbitan

P NGUMUNAV PERATURA PENERINTA

(1)

(2)

{3)

(4)

(1)

(2)

c. tidak sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan.

Bagian Keempat
Laporan Profil Risiko Lain
Pasal 24
BPR wajib menyampaikan laporan profil Risiko
lain kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal
terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan
kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuan-
gan BPR.
Laporan profil Risiko lain sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} adalah laporan profil Risiko selain
yang dimaksud dalam Pasal 22.
Laporan profi! Risiko lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi
menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap
kondisi keuangan BPR.
Kewajiban penyampaian laporan profil Risiko lain
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) juga dapat
didasarkan atas permintaan Otoritas Jasa Keuan-
gan.

Bagian Kelima
Batas Waktu Penyampaian Laporan
Pasal 25

BPR dinyatakan terlambat menyampaikan:

a. laporan rencana tindak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 20 ayat (2);

b. laporan realisasi rencana tindak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

¢. laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat {3);

d. laporan realisasi penerbitan produk dan pelak-
sanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3); dan

e. laporan profil Risiko lain sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 ayat {3},

apabila BPR menyampaikan laporan kepada Otori-

tas Jasa Keuangan melampaui batas akhir waktu

penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) bu-
lan setelah batas akhir waktu penyampaian lapo-
ran.

BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan

rencana penerbitan produk dan pelaksanaan ak-

tivitas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (2) apabila laporan disampaikan kurang
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aari 30 {tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan

produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.

BPR dinyatakan tidak menyampaikan:

a. laporan rencana tindak sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 20 ayat (2);

b. laporan realisasi rencana tindak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat {2);

c¢. laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (3);

d. laporan realisasi penerbitan produk dan pelak-
sanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (3); dan

e. laporan profil Risiko lain sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 24 ayat (3),

apabila BPR belum menyampaikan laporan di-

maksud dalam batas waktu keterlambatan seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1).

BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan ren-

cana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivi-

tas baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) apabila laporan disampaikan pada saat

atau setetah penerbitan produk dan/atau pelaksa-
naan aktivitas baru.

Bagian Keenam
Format dan Tata Cara Penyampaian Laporan
Pasal 26
Format, petunjuk penyusunan,dan tata cara

penyampaian faporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat

(1)

» Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 ayat {1) diatur

dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1

{2)

(3)

BAB X
PENILAIAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 27
Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian ter-
hadap penerapan Manajemen Risiko di BPR.
Selain melakukan penilaian sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan
dapat melakukan penyesuaian penilaian penera-
pan Manajemen Risiko dengan memperhatikan
perkembangan kondisi dan potensi permasalahan
yang dihadapi BPR.
Dalam rangka penilaian penerapan Manajemen
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, BPR
wajib menyampaikan data dan informasi terkait
dengan penerapan Manajemen Risiko kepada

(4)

Otoritas Jasa Keuangan.

Tata cara dan metode penilaian penerapan
Manajemen Risiko diatur lebih lanjut dengan Su-
rat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

PENYESUAIAN PENERAPAN MANAJEMIN RISIKO

{1

(2)

Pasal 28
BPR yang berdasarkan laporan bulanan men-

- galami peningkatan modal inti sehingga menjadi

paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima puluh
miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi ‘aporan bu-
fanan berturut-turut sampai dengan tanggal 31
Desernber 2018, dan:

a. memiliki total aset paling sedikit
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar ru-
piah); atau

b. memiliki total aset kurang dari

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar ru-

piah} dan memenuhi kondisi:

1) memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor

cabang; dan/atau :
2) melakukan kegiatan sebagai pererbit kartu
- Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,

wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat {1) sesuai pen-

tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (4).
BPR yang berdasarkan laporan bulzanan men-
galami peningkatan modal inti sehingga menjadi
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima puluh
miliar rupiah) selama 6 {enam) posisi laporan bu-
lanan berturut-turut setelah tanggal 21 Desem-
ber 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember
2020, dan:

a. memiliki total aset paling sedikit
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar ru-
piah); atau

b. memiliki total aset kurang dari

Rp300.000.000.000,00 {tiga ratus miliar ru-

piah) dan memenuhi kondisi:

1) memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor
cabang; dan/atau

2) melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu
Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,

wajib melaporkan seluruh Risiko setagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali

untuk laporan profil Risiko semester kedua ta-
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(3)

{1)

(2)

hun 2020.
BPR yang berdasarkan laporan bulanan men-
galami peningkatan modal inti sehingga menjadi
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima puluh
miliar rupiah} selama 6 (enam) posisi laporan bu-
lanan berturut-turut setelah tanggal 31 Desember

2020, dan:

a. memiliki total aset paling sedikit
Rp300.000.000.000,00 {tiga ratus miliar ru-
piah}; atau

b. memiliki total aset kurang dari

Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar ru-
piah) dan memenuhi kondisi:
1) memiliki paling sedikit 10 {sepuluh) kantor
cabang; dan/atau
2) melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu
‘Anjungan Tunai Mandiri atau kartu debit,
wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali
pada laporan profil Risiko semester berikutnya
setelah satu tahun BPR memenuhi modal inti
paling sedikit Rp50.000.000.000,00 {lima
puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 29

BPR yang berdasarkan laporan bulanan men-
galami peningkatan modal inti sehingga men-
jadi paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (dela-
pan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam} posisi
laporan bulanan berturut-turut, wajib memenuhi
struktur organisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat {1) paling lambat satu ta-
hun setelah BPR memenuhi modal inti paling se-
dlklt Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar
ruplah) selama 6 {enam) posisi laporan bulanan
berturut-turut.

BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengala-
mi peningkatan modal inti sehingga menjadi paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 ({lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00
(delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam)
posisi laporan bulanan berturut-turut, wajib me-
menuhi struktur organisasi sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat satu
tahun setelan BPR memenuhi modal inti paling
sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00

(1)

(2)

(3)

(delapan puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) po-
sisi laporan bulanan berturut-turut.

Pasal 30
BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengala-
mi peningkatan modal inti sehingga menjadi paling
sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000'.000,00
(lima puluh miliar rupiah} selama 6 {enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019, dan memiliki total
aset kurang dari Rp300.000.000.000,00 {tiga
ratus miliar rupiah), wajib melaporkan Risiko seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf d sesuai pentahapan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5).
BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengala-
mi peningkatan modal inti sehingga menjadi paling
sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00
{lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut setelah tanggal 31
Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 De-
sember 2021 dan memiliki total aset kurang dari
Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupi-
ah), wajib melaporkan profil Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d pertama kali untuk laporan profil
Risiko semester kedua tahun 2021.
BPR yang berdasarkan laporan bulanan mengala-
mi peningkatan modal inti sehingga menjadi paling
sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00
{lima puluh miliar rupiah) selama 6 (enam) po-
sisi laporan bulanan berturut-turut setelah tang-
gal 31 Desember 2021 dan memiliki total aset
kurang dari Rp300.000.000.000,00 {tiga ratus
miliar rupiah), wajib melaporkan profil Risiko seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a sampai dengan huruf d pertama kali pada lapo-
ran profil Risiko semester perikutnya setelah satu
tahun BPR memenuhi modal inti paling sedikit
Rp15.000.000.000,00 {lima belas miliar rupiah}
dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima pu-
luh miliar rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan
bulanan berturut-turut.

Pasal 31

ol
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(1) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga
menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00
(tiga ratus miliar rupiah) selama 6 {enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi
kondisi menjadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (6) sampai dengan tanggal 31 De-
sember 2018, wajib melaporkan seluruh Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (4).

(2) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga
menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00
{tiga ratus miliar rupiah) selama 6 {enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi
kondisi menjadi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (6} setelah tanggal 31 Desember
2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020,

. wajib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lambat
tanggal 31 Desember 2020.

{3) BPR yang mengalami peningkatan aset sehingga
menjadi paling sedikit Rp300.000.000.000,00
{tiga ratus miliar rupiah) selama 6 {enam) posisi
laporan bulanan berturut-turut dan memenuhi kon-
disi menjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (6) setelah tanggal 31 Desember 2020,
wéjib melaporkan seluruh Risiko sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (1) pertama kali pada
laporan profil Risiko semester berikutnya setelah
satu tahun BPR memenuhi total aset paling se-
dikit Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar
rupiah) selama 6 (enam) posisi laporan bulanan
berturut-turut.

Pasal 32

BPR yang berdasarkan laporan bulanan men-
galami penurunan modal inti atau total aset sehingga
mengakibatkan berkurangnya kewajiban penerapan
Jumiah Risiko dari jumlah semula, tetap menerapkan
jenis Risiko dan kelengkapan struktur organisasi yang
berlaku sebelum terjadinya penurunan modal inti atau
total aset.

BAB Xl
SANKSI

Pasal 33

{1} BPR yang terlambat menyampaikan laporan se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

dan ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban mem-
bayar berupa denda sebesar Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per
laporan dengan denda paling banyak sebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per laporan.

(2} BPR yang tidak menyampaikan laporan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan
ayat (4) dikenakan sanksi kewajibar membayar
berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 ({lima juta
rupiah) per laporan.

(3) BPR yang menyampaikan laporan profil Risiko se-
bagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) yang
berdasarkan penilaian Otoritas Jasz Keuangan
dinyatakan tidak benar dan/atau tidak iengkap
secara signifikan dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban mem-
bayar berupa denda sebesar Rp10 000.000,00
{sepuluh juta rupiah).

{4) Selain sanksi administratif berupa teguran tertu-
lis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3, BPR juga
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan BPR; dan/atau
b. pencantuman pengurus dalam daftar pihak-
pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.

{56) Pengenaan sanAksi kewajiban membayar berupa
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-
lakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat
teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan
tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh)
hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak me-
nyampaikan atau tidak memperbaiki laparan pro-
fil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah surat teguran teraknhir.

Pasal 34

BPR yang tidak melaksanakan ketentuan seb-
agaimané diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pesal 3 ayat

(2), ayat (3), ayat (4), ayat {5}, dan ayat (6}, Pasal 4,

Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1),

Pasal 27 ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 38, dikenakan

sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau:

a. pénurunan penilaian tingkat kesehatan; dan/atau

b. penghentian sementara sebagian kegiazan opera-
sional BPR.

Pasal 35
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BPR yang melanggar penetapan Otoritas Jasa
Keuangan untuk tidak menerbitkan produk dan/atau
pelaksanakan aktivitas baru yang direncanakan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5] atau
tidak mematuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan un-
tuk menghentikan penerbitan produk dan/atau pelak-
sanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (6), dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan:

a. penurunan penilaian tingkat kesehatan;

b. penghentian sementara sebagian kegiatan opera-
sional BPR; dan/atau

¢. pencantuman pengurus BPR dalam daftar pihak-
pihak yang memperoleh predikat tidak lulus.

Pasal 36

(1) BPR yang melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal
30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban mem-
bayar berupa denda sebesar Rp10.000.000,00
{sepuluh juta rupiah}. '

(2) Selain sanksi administratif berupa teguran tertu-
lis dan sanksi kewajiban membayar berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), BPR juga
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau

b. pencantuman pengurus BPR dalam daftar
pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak
lulus. ‘

(3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar berupa
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di-
lakukan setelah BPR diberikan 2 (dua) kali surat
teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan
tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh}
hari kerja untuk setiap teguran dan BPR tidak me-
nyampaikan atau tidak memperbaiki laporan pro-
fil Risiko dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah surat teguran terakhir. '

Pasal 37 _

{1) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan
profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (4) mulai diterapkan pada penyampaian
laporan posisi 31 Desember 2019.

(2) Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan
profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (5) dan ayat (6) mulai diterapkan pada
penyampaian laporan posisi 31 Des»ember 2020.

BAB XllI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 38
Pembentukan Komite Manajemen Risiko,
satuan kerja Manajemen Risiko, dan/atau penunju-
kan satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh BPR yang
telah memperoleh izin usaha sebelum ketentuan ini
berlaku, dilakukan paling lambat pada tanggal 31 De-
sember 2017.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39
Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otori-
tas Jasa Keuangan.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg-
ara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H.LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 272

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 13/POJK.03/2015
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TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah
satu jenis bank yang memberikan jasa interme-
diasi keuangan terutama kepada usaha mikro dan
kecil serta masyarakat di pedesaan, senantiasa
menghadapi Risiko dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya. Perkembangan industri perbankan
yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat
atas pelayanan jasa keuangan yang lebih bervari-
asi, mudah, dan cepat diiringi dengan perkemban-
gan teknologi informasi yang sangat cepat men-
dorong BPR untuk lebih meningkatkan produk
dan pelayanannya yang pada gilirannya akan
meningkatkan Risiko BPR. Peningkatan Risiko
ini harus diimbangi dengan peningkatan pengen-
dalian Risiko. Oleh karena itu, BPR dituntut un-
tuk menerapkan Manajemen Risiko. Penerapan
Manajemen Risiko ini selain ditujukan bagi BPR
juga dalam rangka melindungi pemangku kepent-
ingan BPR.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko termasuk
jenis Risiko yang harus diterapkan oleh BPR
disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha
BPR dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai
penerapan Manajemen Risiko pada bank umum
dan perbankan syariah. Prinsip-prinsip Manaje-
men Risiko pada dasarnya merupakan standar
perbankan untuk dapat beroperasi secara lebih
berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan
kegiatan usaha dan operasional perbankan yang
sarigat pesat dewasa ini.

Mempertimbangkan masih terdapatnya kes-
enjangan pada industri BPR, penerapan Manaje-

men Risiko dibedakan sesuai dengan kegiatan "

usaha, produk, dan’layanan serta kemampuan
BPR dalam hal keuangan, infrastruktur pendu-
kung maupun sumber daya manusia. Otoritas
Jasa Keuangan menetapkan ketentuan ini seb-
agai standar minimal yang harus dipenuhi oleh
BPR dalam menerapkan Manajemen Risiko.
Dengan ketentuan ini, BPR diharapkan mam-

pu melaksanakan seluruh aktivitas secara terinte-
grasi dalam suatu pengelolaan Risiko yang akurat
dan komprehensif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan Risiko kredit adalah
Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak
lain daiam memenuhi kewajiban kepacia BPR.
Huruf b

Yang dimaksud ’ dengan Risiko operasional
adalah Risiko yang antara lain disebabkan adan-
ya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya
proses intern, kesalahan sumber daya manusia,
kegagalan sistem, dan/atau adanya masalah
ekstern yang mempengaruhi operasioral BPR.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan Risiko kepatuhan
adalah Risiko akibat BPR tidak mematuhi dan/
atau tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan lain termasuk Risiko
akibat kelemahan aspek hukum. 3

Kelemahan aspek hukum antara iain disebab-
kan adanya tuntutan hukum, ketiadaar peraturan
perundang-undangan yang mendukung atau
kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya
syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan
yang tidak sempurna.
Huruf d

Yang dimaksud dengan Risiko likuiditas
adalah Risiko akibat ketidakmampuan BPR un-
tuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari
sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid
berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa
mengganggu aktivitas dan/atau kondisi keuangan
BPR.
Huruf e

Yang dimaksud dengan Risiko reputasi adalah
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan
pemangku kepentingan yang bersumber dari per-
sepsi negatif mengenai BPR.
Huruf f .
Yang dimaksud dengan Risiko stratejik adalah
Risiko akibat ketidaktepatan BPR dalam pen-
gambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan
stratejik serta kegagalan BPR dalam mengantisi-

‘pasi perubahan lingkungan bisnis.

Ayat (2) s/d Ayat (6)
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. Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal &

Ayat (1)

Huruf a
Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara

lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan

sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil

{risk appetite) dan toleransi risiko {risk tolerance).

Huruf b
Transaksi yang memerlukan persetujuan Di-

reksi antara lain transaksi yang telah melampaui

kewenangan pejabat BPR satu tingkat di bawah

Direksi, sesuai dengan kebijakan dan prosedur in-

tern yang berlaku.

Huruf ¢
Pengembangan budaya Manajemen Risiko an-

tara lain meliputi penyampaian informasi kepada
seluruh pegawai dan komunikasi yang memadai
mengenai prinsip-prinsip Manajemen Risiko ter-
masuk mengembangkan budaya sadar Risiko ser-
ta pentingnya pengendalian intern yang efektif.

Huruf d
Peningkatan kompetensi sumber daya manu-

sia antara lain melalui program pendidikan dan

pelatihan secara berkesinambungan mengenai
penerapan Manajemen Risiko.

Huruf e
Yang dimaksud dengan pengertian indepen-

den antara lain adanya pemisahan fungsi antara
satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang bertang-
gung jawab menangani fungsi Manajemen Risiko
dengan satuan kerja atau pegawai yang melak-
sanakan fungsi operasional BPR.

Yang dimaksud dengan fungsi operasional
adalah fungsi yang terkait dengan penghimpunan
dan penyaluran dana.

Huruf f

angka 1)

Termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1) mengevaluasi dan memberikan arahan ber-
dasarkan laporan yang disampaikan’ oleh
satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang ber-
tanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko;

2) menyampaikan laporan pertanggungjawaban

kepada Dewan Komisaris paling sedikit setiap
enam bulan sekali atau lebih sering tergan-
tung adanya perubahan operasional, penerbi-
tan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivi-
tas baru; .

3) memastikan dampak risiko yang signifikan
telah ditindaklanjuti;

4} mengkomunikasikan kebijakan Manajemen
Risiko secara efektif kepada seluruh jenjang
organisasi yang relevan agar dipahami secara
jelas; dan

5) memastikan satuan keria atau pegawai yang
menangani fungsi operasional menginformasi-
kan eksposur Risiko yang melekat pada sat-
uan kerja yang bersangkutan kepada satuan
kerja Manajemen Risiko paling sedikit setiap
enam bulan sekali atau lebih sering tergan-
tung adanya perubahan operasional, penerbi-
tan produk baru dan/atau pelaksanaan aktivi-
tas baru.

angka 2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a
Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko dilaku-

kan oleh Dewan Komisaris paling sedikit satu kali

dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal
terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan
usaha BPR secara signifikan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢ ,

Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilaku-

'kan oleh Dewan Komisaris paling sedikit setiap

semester.
Huruf d

Transaksi yang memerlukan persetujuan De-
wan Komisaris adalah transaksi yang sesuai per-
aturan perundang-undangan memerlukan per-
setujuan Dewan Komisaris, antara lain pemberian
kredit kepada pihak terkait.
Pasal 7

Penetapan kebijakan Manajemen Risiko mem-
pertimbangkan kondisi keuangan, struktur dan
kompleksitas organisasi, dan Risiko yang tim-
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bul sebagai akibat perubahan faktor intern dan
ekstern.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Termasuk dalam sistem informasi Manajemen
Ristko adalah alur informasi kepada Direksi BPR
dengan memanfaatkan teknologi informasi mau-
pun hasil pengolahan data dalam rangka mendu-
kung pengambilan keputusan.

Huruf ¢

Toleransi Risiko adalah potensi kerugian yang
dapat diserap oleh permodalan BPR.
Huruf d

Penilaian peringkat Risiko adalah dasar bagi
BPR untuk menetapkan peringkat Risiko BPR yang
dikategorikan menjadi 5 (lima) peringkat Risiko,
yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan
sangat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan. rencana daruyrat
adalah rencana pengembangan skenario untuk
mengantisipasi terjadinya gangguan intern ter-
masuk kegagalan sistem serta gangguan ekstern
yang menyebabkan terjadinya kondisi darurat
yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan
aperasional BPR.

Huruf f

Cukup jelas.
Pasal 8

Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan
limit Risiko disesuaikan dengan tingkat Risiko
yang akan diambi! (risk appetite) terhadap Risiko
BPR.

Tingkat Risiko yang akan diambil memperha-
tikan pengalaman yang dimiliki oleh BPR terkait
dengan Risiko transaksi bisnis BPR pada masa
lalu.

Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ; 2

Yang dimaksud dengan pengertian dokumen-
tasi yang memadai adalah dokumentasi yang
tertulis, lengkap, akurat, kini, dan utuh sehingga
dapat memudahkan untuk dilakukan jejak audit
untuk keperluan pengendalian intern BPR.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan limit secara keselu- .

ruhan adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi

oleh BPR atas seluruh Risike yang diterapkan.
Huruf b

Yang dimaksud dengan limit per jenis Risiko
adalah batas Risiko yang dapat ditoleransi oleh
BPR untuk setiap jenis Risiko.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan limit per aktivitas
fungsional tertentu adalah batas Risiko yang
dapat ditoleransi oleh BPR untuk setiap aktivitas
fungsional.

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan faktor-faktor Risiko
yang bersifat material adalah faktor-faktor Risiko
vang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang ber-
pengaruh secara signifikan terhadap kondisi
keuangan BPR.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem informasi
manajemen yang memadai adalah sistem infor-
masi manajemen yang mampu menyediakan data
dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan
utuh untuk pengambilan keputusan terkait den-
gan Manajemen Risiko.

Huruf b

Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)

Identifikasi Risiko dilakukan dengan berdasar-
kan pengalaman pada masa lalu terkait dengan
transaksi yang menyebabkan kerugian, menu-
runkan keuntungan atau menyebabkan perma-
salahan pada BPR.

Ayat (2)
Huruf a

Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pe-
jabat yang independen dan tidak terkait dengan
penyusunan dan/atau penetapan dalam rangka
pengukuran Risiko,

. Evaluasi dilakukan sesuai dengan perkemban-
gan usaha, kondisi intern dan ekstern BPR yang
dapat langsung mempengaruhi kondisi BPR.
Huruf b

Termasuk dalam perubahan yang bersifat ma-
terial adalah terdapatnya perubahan produk, keg-
iatan pelayanan BPR, struktur organisasi, sistemn
informasi, dan faktor Risike yang bersifat kuanti-
tatif dan kualitatif yang berpengaruh secara sig-
nifikan terhadap kondisi BPR.

Ayat (3)
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Huruf a

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan
oleh satuan kerja atau pejabat independen yang
tidak terkait dengan penyusunan danfatau pene-
tapan eksposur Risiko dengan cara pemantauan
dan pelaporan Risiko yang signifikan atau yang
berdampak terhadap kondisi permodalan BPR,
yang antara lain dilakukan dengan menggunakan
analisis data historis. S
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam proses pengendalian Risiko
adalah penambahan modal untuk menyerap po-
tensi kerugian. ‘

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Laporan atau informasi eksposur Risiko men-

cakup eksposur Risiko yang bersifat kuantitatif

dan/atau kualitatif secara keseluruhan, rincian
per jenis Risiko dan per jenis kegiatan fungsional.
Huruf b s/d Huruf d

Cukup jelas. ¢

Avyat (2)

Yang dimaksud dengan secara berkala adalah
paling sedikit setiap semester dan dapat dilaku-
kan lebih sering apabila terdapat perubahan op-
erasional, penerbitan produk baru dan/atau pelak-
sanaan aktivitas baru.

Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

.Tujuan sistem pengendalian intern yang me-
nyeluruh untuk memastikan:

a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-un-
dangan, kebijakan, dan ketentuan intern BPR;

b. tersedianya informasi keuangan dan manaje-
men yang lengkap, akurat, kini, dan utuh;

c. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan cpera-
sional; dan

d. efektivitas budaya Risiko pada organisasi BPR
secara menyelurubh.

-Pasal 14

Avyat (1)
Huruf a s/d Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan penetapan jalur pel-
aporan dan pemisahan fungsi yang jelas adalah:
1) jalur pelaporan dariksatuan kerja atau pegawai

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

yang menangani operasional kepada satuan

kerja atau pegawai yang mefaksanakan fungsi

pengendalian; dan

2) pemisahan fungsi satuan kerja atau pegawai
yang menangani operasional dengan satuan
kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi
pengendalian.

Huruf e s/d Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan dokumentasi secara
lengkap dan memadai adalah dokumentasi terha-
dap prosedur operasional, cakupan dan temuan
audit serta tanggapan pengurus BPR terhadap ha-
sil audit.

Huruf i

Verifikasi dan reviu terhadap sistem pengen-
dalian intern termasuk penanganan kelemahan-
kelemahan BPR vyang bersifat signifikan serta
tindakan pengurus BPR untuk memperbaiki peny-
impangan-penyimpangan yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)

Huruf a

Komite Manajemen Risiko merupakan unit
yang tidak bersifat struktural dengan keanggot-
aan dapat bersifat tetap atau tidak tetap sesuai
dengan kebijakan BPR.

Huruf b

Satuan kerja Manajemen Risiko merupakan
satuan kerja yang bersifat struktural.
Avat (2)

Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan
kerja kepatuhan dapat dijadikan satu, yaitu satu-
an kerja yang menangani Manajemen Risiko dan
Kepatuhan.

Ayat (3)

Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melak-
sanakan fungsi Manajemen Risiko dapat merang-
kap sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani
fungsi kepatuhan.

Ayat {4)

BPR dapat mempertimbangkan untuk mem-
bentuk Komite Manajemen Risiko apabila diperfu-
kan.

Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan mayoritas Direksi
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adalah lebih dari 50% {lima pufuh perseratus) dari
seluruh jumlah anggota Direksi.

Anggota Direksi dalam Komite Manajemen
Risiko tidak termasuk direktur utama dan paling
sedikit terdiri dari anggota Direksi yang mem-
bawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Pejabat Eksekutif terkait adalah pejabat BPR
satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin
satuan kerja operasional dan satuan kerja Manaje-
men Risiko. Keanggotaan Pejabat Eksekutif dalam
Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan
permasalahan dan kebutuhan 8PR.

Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan independen adalah
satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Ekse-
kutif yang ditunjuk bertanggung jawab menerap-
kan fungsi Manajemen Risiko tidak menangani
fungsi penghimpunan dan penyaluran dana serta
tidak melaksanakan fungsi audit intern.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Avat (3)

Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja
atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
Manajemen Risiko disesuaikan dengan komplek-
sitas kegiatan usaha BPR.

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Pengkajian usutan produk dan/atau aktivitas
baru bertujuan untuk menilai kemampuan BPR
mengeluarkan produk dan/atau aktivitas baru
termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur
karena adanya pengeluaran produk dan/atau akti-
vitas baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan satuan kerja opera-
sional adalah satuan kerja atau pegawai yang
menangani kegiatan pemberian kredit, penghim-
punan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Rekomendasi termasuk besaran atau maksi-

mum eksposur Risiko yang harus dijaga BPR.

Rekomendasi disampaikan kepada Komite
Manajemen Risiko apabila sesuai ketentuan BPR
diwajibkan memiliki Komite Manajemen Risika
atau BPR yang memiliki Komite Manajemen Risiko.
Huruf e

Profil Risiko merupakan gambaran secara me-
nyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang me-
lekat pada seluruh portofolio atau ekspasur BPR.

Penyampaian laporan secara berkala disesuai-
kan dengan kondisi BPR dan paling sedikit dilaku-
kan setiap semester.

Laporan profil Risiko disampaikan kepada
Komite Manajemen Risiko apabila sesuai keten-
tuan BPR diwajibkan memiliki Komite Manajemen
Risiko atau BPR yang memiliki Komite Manaje-
men Risiko.

Pasal 18

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Kebijakan dan prosedur terkait analisis aspek
hukum termasuk kemampuan pemberian infor-
masi mengenai kepatuhan terhadap peraturan pe-
rundang-undangan dan kelemahan aspek hukum
yang ditimbulkan produk dan aktivitas baru.
Haruf d ‘ '

Cukup jelas.

Huruf e

Kebijakan dan prosedur mengenai sistem infor-
masi akuntansi termasuk kemampuan sistem mem-
berikan informasi mengenai tingkat Ikeuntungan
atau kerugian untuk produk dan aktivitas baru.
Huruf f

Masa uji coba dimaksudkan untuk memasti-
kan bahwa metode pengukuran dan p=mantauan
Risiko telah teruji dari aspek kehati-hatian dan as--
pek lainnya,

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19 dan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Semester pertama adalah 1 Januari sampai
dengan 30 Juni dan semester kedua aclalah 1 Juli
sampai dengan 31 Desember.

Avyat {2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat {1)

Semester pertama adalah 1 Januari sampai
dengan 30 Juni dan semester kedua acalah 1 Juli
sampai dengan 31 Desember.
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Ayat (2}

Laporan profil Risiko disampaikan oleh satuan
kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif
yang ditunjuk bertanggung jawab menerapkan
fungsi Manajemen Risiko kepada Komite Manaje-
men Risiko apabila sesuai ketentuan BPR diwajib-
kan memiliki Komite Manajemen Risiko atau BPR
yang memiliki Komite Manajemen Risiko.

Laporan profil Risiko yang disampaikan BPR ke-
pada Otoritas Jasa Keuangan didasarkan atas data
dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Avyat (3} s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1} s/d Ayat (b}

Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan berpotensi menim-
bulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi
keuangan BPR, antara lain memiliki perbedaan
eksposur risiko yang signifikan.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi berpotensi
menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap
kondisi keuangan BPR adalah kondisi yang ber-
potensi menurunkan keuntungan, menyebabkan
kerugian, atau menurunkan rasic permodalan
BPR.

Avyat (2} s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25 dan Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) dan Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat {3)

Penyampaian data dan informasi terkait den-
gan penerapan Manajemen Risiko dilakukan oleh
BPR sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Laporan bulanan adalah taporan bulanan yang
disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan
setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
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Keuangan.
Pasal 29

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang
disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan
setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 30

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang
disampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan
setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 31

Laporan butanan adalah laporan bulanan yang
disampaikan oleh BPR termasuk laporan buijanan
setelah koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 32 .

Laporan bulanan adalah laporan bulanan yang dis-
ampaikan oleh BPR termasuk laporan bulanan setelah
koreksi hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 33 dan Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 .
Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pi-
hak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus
dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan
kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.
Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Pencantuman pengurus BPR dalam daftar pi-
hak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus
dilaksanakan melalui proses uji kemampuan dan
kepatutan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuan-
gan mengenai uji kemampuan dan kepatutan.
Avyat (3) ‘

Cukup jelas.

Pasal 37 s/d Pasai 40

Cukup jelas.
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